
 

 

 
 

 
 
 

 
GUBERNUR BALI 

 
PERATURAN GUBERNUR BALI 

 

NOMOR 13 TAHUN 2023 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2022 

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN  

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 
GUBERNUR BALI, 

 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam upaya memberikan layanan minimal Badan 

Layanan Umum Daerah Daerah pada Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun 
Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta 

Berencana menuju Bali Era Baru; 
  b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2022 

tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum 

Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan 
Kompetensi Sumber Daya Manusia sudah tidak sesuai 
dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, 

sehingga perlu diubah; 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis 
Daerah Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; 

   

Mengingat  :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

 
 
 

 

SALINAN 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia                  
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6841);  
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2   

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah             
Provinsi Bali Nomor 5); 

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2022 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah 
pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan 

Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi 
Bali Tahun 2022 Nomor 11);  

 
 



 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 
Menetapkan  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10              

TAHUN 2022 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER 

DAYA MANUSIA. 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 
Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan 
Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Berita 
Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 11), diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni           
huruf c dan huruf d dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni 

ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 3 

 
(1) Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh UPTD 

PKSDM, meliputi: 
a. pelayanan pelatihan; 
b. pelayanan penunjang pelatihan; 

c. fasilitasi uji sertifikasi kompetensi; dan 
d. pelayanan sewa aset. 

(2) Pelayanan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, meliputi: 
a. persiapan pelatihan; 

b. penyediaan tenaga Widyaiswara; 
c. penyediaan tenaga pelayanan pelatihan dan penunjang 

pelatihan; 

d. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;  
e. penyediaan perpustakaan; 

f. penyediaan laboratorium kelas; 
g. pelaksanaan pelatihan; 
h. evaluasi pelatihan; dan 

i. kelulusan pelatihan. 
(3) Pelayanan penunjang pelatihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, meliputi: 

a. pelayanan resepsionis; 
b. pelayanan akomodasi; dan 

c. pelayanan konsumsi. 
(4) Fasilitasi uji sertifikasi kompetensi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: 

a. persiapan pembekalan; 
b. penyediaan tenaga narasumber/fasilitator pembekalan; 

c. penyediaan tenaga pengawas dan pengelola kelas;  
d. penyediaan sarana dan prasarana pembekalan;  
e. pelaksanaan pembekalan; 

f. pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi; 
g. evaluasi uji sertifikasi kompetensi; dan  
h. kelulusan uji sertifikasi kompetensi. 



 

 

(5) Pelayanan sewa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, meliputi: 

a. penyediaan sarana dan prasarana; 
b. penyediaan tenaga pengelola aset; 
c. pelaksanaan sewa aset; dan  

d. evaluasi pelayanan sewa aset. 
 

2.  Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

 
Pasal II 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 
 
 

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 17 Pebruari 2023 

 
GUBERNUR BALI,  
 

 ttd 
 

 

WAYAN KOSTER  
 

 

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 17 Pebruari 2023  

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 

 

 ttd 
 

 
           DEWA MADE INDRA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 13 
 
 

 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, 
 

 
 
 

Ida Bagus Gede Sudarsana  

NIP. 19691010 199703 1 012 
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